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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan
Dalam era kompetisi seperti saat ini berhenti berinovasi berarti mati. Inovasi
tuntunan bagi industry untuk terus berkembang dan mandiri. Itulah yang dilakukan
PT. Bank Riau Kepri. Ditengah persaingan yang ketat dan tuntunan untuk menjadi
lembaga mediasi yang optimal, Bank ini terus melakukan perubahan dalam berbagai
hal mulai dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan
produk, pembanahan organisasi hingga aplikasi teknologi informasi.
Prestasi yang diperoleh PT. Bank Riau Kepri saat ini, tidak terlepas dari
sejarah panjang Bank kebanggan masyarakat Propinsi Riau Kepri ini setelah
mengalami penyesuaian dengan  berbagai Undang–Undang (UU), ketentuan mentri
keuangan dan peraturan daerah.
Bank pembangunan daerah riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT.
BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan akte
Notaris Syawal Sultan Diatas No. 1 Tanggal 2 Agustus 1961, dan izin menteri
keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 9-4-45 Tanggal 15-08-1961. Namun
dalam perjalanannya, PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) tidak dapat
melaksanakan kegiatan usahanya sebagai mana syarat–syarat yang dikehendaki
Undang–Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1962 tersebut.
Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan Bank, sejak Tahun
1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur
kembali dengan peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 Tahun 1986 berdasarkan
Undang–Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1962. Status pendirian Bank Pembangunan
Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan Daerah No. 14 Tahun 1992
tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang–Undang (UU) Nomor
7 Tahun 1992 tentang perbankan. Terakhir dengan peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang perubahan pertama peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan
Daerah Riau.
Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari
Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil keputusan
RUPS Tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta
Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2002 Tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat
dengan Akta Notaris Muhammad Daud Umar, SH Notaris di Pekanbaru Nomor 36
Tanggal 18 Januari 2003 yang telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia (HAM) denagan surat keputusan Nomor : C – 09851. HT. 01. 01. TH.
2003 Tanggal 05 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah di sahkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di
dalam AKK No. 209 Tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris Batam,
dan telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor
5/ 30/KEP. DGS/ 2003 Tanggal 22 Juli 2003.
Pada Tanggal 24 April 2010, di hadapan Notaris Ferry Bakti, SH Bank Riau
berubah nama menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada
Tanggal 23 September 2010.
B. Struktur Organisasi
Untuk merealisasi tujuan perusahaan perlu adanya kerja sama antara sesama
anggota atau sesama organisasi perusahaan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu
struktur organisasi yang membentuk pola kerja yang secara besama-sama dapat
merealisasika apa yang akan terjadi tujuan utama dari perusahaan tersebut akan sulit
untuk dicapai. Serta akan sulit pula mengetahui kepada siapa kesalahan itu harus
dilimpahkan atau dipertanggung jawabkan.
Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka orang yang bekerja
dalam suatu organisasi dapat diatur sedemikian rupa sehingga masing–masing orang
tersebut dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya. Hal ini
dimaksudkan agar setiap unsur dalam organisasi mengerti akan tugas dan tanggung
jawab.
Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antara unsur–
unsur organisasi maka harus terdapat struktur organisasi. Adapun bentuk struktur
organisasi pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris memakai bentuk standar
organisasi garis. Adapun skemanya dapat dilihat pada Gambar berikut.
GAMBAR I








(Sumber PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris)
1. Pimimpin Kedai
Bertugas menetapkan tujuan dana, mengeluarkan kebijakan-kebijakan,
menyusun rencana strategi pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan
dan anggaran yang tersedia serta penilaian dan mengawasi kerja staf-stafnya.
Dan memberikan laporan pada pimpinan Utama.
2. Pelaksana OP/ADMIN
Pelaksana OP/ADMIN yaitu kepala bagian yang bertanggung jawab atas
semua operasional pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris baik itu transaksi,
maupun kegiatan lainnya yang berlagsung di Bank tersebut. Bagian ini juga




a. Memasarkan produk atau jasa-jasa Bank dan mencari nasabah serta
menangkap
b. Membuat aplikasi dan menganalisis setiap permohonan kreditt yang
diterima.
c. Mencari dam memperluas aktifitas usaha dengan kantor cabang lainya.
d. Bertanggung jawab setiap kredit yang diberikan dan melakukan penagihan
apabila ada penunggakan pembayaran krdit.
4. Pelaksana Customer Service/CS
a. Customer Service/CS yaitu bertugas melayani nasabah dalam memberikan
informasi dan membuat buku tabungan dan sebagainya.
b. Dan bertugas memproses pengiriman uang an menerima kiriman, baik
melalui kliring atau sebagainya.
5. Analisis Kredit/PBB
Yaitu pelaksana yang bertugas menerima kredit yang telah masuk dan
membuat laporan kredit yang sudah disalurkan. Dan menerima pembayara
PBB dan sebagainya.
6. Teller
Teller yaitu petugas front office yang bertugas menerima setoran, penarikan
dan perintah bayar yang telah disesuaikan dengan ketentuan ynang berlaku.
7. Satpam
Satpam yaitu orang yang bertugas melayani nasabah yang ingin masuk
kedalam Bank dan menjaga keamanan dan ketertiban Bank.
8. Cleaning Service
Cleaning Service yaitu yang bertugas membersihkan kantor, dan melayani
pegawai yang ingin dibuatkan minuman dan sebagainya.
 Visi dan Misi PT.Bank Riau Kepri Kedai Airtiris
Dengan tema sentral “ Reaching The Exelence” PT. Bank Riau Kepri
berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan pemegang
saham melalui refedinisi paradigma bisnis kearah yang lebih baik secara
berkelanjutan dengan motto “The Sprit To Grow” tumbuh dan tumbuh menuju yang
terbaik. Sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Riau Kepri di era transformasi ini yaitu
:
1. Visi
Sebagai perusahaan perbankan yang manpu berkembang dan terkemuka di
daerah, memiliki manajemen yang professional dan mendorong pertumbuhan
perekonomian daerah sehingga dapat memperdayakan perekonomian rakyat.
2. Misi
a. Sebagai bank “sehat”, elit dan merakyat.
b. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
c. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah.
d. Sebagai sumber pendapatan daerah.
d. Membina dan mengembangkan usaha kecil menengah.
C. Aktifitas PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris
PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris merupakan badan usaha yang bergerak
dibidang pengembangan ekonomi masyarakat dengan lebih mendekatkan kepada
masyarakat melalui pendirian kedai Bank Riau Kepri yang diharapkan dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang meliputi produk- produk dan
aktifitas baru yang dimilki dan diciptakan Bank Riau Kepri.
Dalam pelakasanaan, PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris menyediakan
produk dan pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Berikut adalah
informasi mengenai produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk-produk jasa
keuangan pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris.
Produk dan jasa PT. Bank Riau Kepri Kedai Airtiris adalah:
a. Produk Penghimpun Dana
1. Tabungan Sinar Belia
2. Tabungan Sinar Pendidikan
3. Tabungan Simpeda
b. Produk Pembiayaan
4. KKB (Kredit Kendraan Bermotor)
5. KMK (Kredit Modal Kerja)
6. KPR (KreditPemilikan Rumah)
7. KPK (Kredit Pengusaha Kecil)
8. KPM (Kredit Pengusaha Mikro)
9. KAG (Kredit Aneka Guna)
10. KRETA (Kredit Tanpa Agunan)
c. Produk Komersial
1. Kredit Agrabisnis
2. Kredit Bina Prima /Modal Kerja
3. Kredit Niaga Prima /Modal Kerja
4. Kredit Modal Kerja Atas Dasar Kontrak/ Kaya Prima
5. Kredit Kebun Kelapa Sawit
6. Kredit Modal Kerja Kepada Developer
